PERANAN KPU, PANWASLU, DAN MK

DALAM MENYUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
.
1)
Pemilu 2009 adalah pemilu terakhir di masa transisi menuju demokrasi yang lebih matang dan stabil. Karena itu, kalau pemilu 1999 dan pemilu 2004 saja sukses, tidak ada pilihan kecuali pemilu 2009 juga harus sukses. Penyelenggara pemilu perlu memantapkan dan meningkatkan profesionalisme dan keterpercayaan dalam menyukseskan pemilu 2009. Semua pihak dan kalangan dituntut mengambil tanggungjawab untuk menyukseskan pemilihan umum 2009, tidak hanya lembaga formal penyelenggaranya, yaitu KPU dan Bawaslu serta para peserta pemilihan umum saja. Semua komponen bangsa diharapkan merasa terpanggil untuk menjamin pemilu yang sukses, termasuk para warga pemilih akan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya masing-masing untuk kesuksesan dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, dan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun selanjutnya.
2)
Beberapa kendala dan tantangan yg dihadapi oleh KPU, antara lain adalah: (i) sistem aturan yg membutuhkan stabilitas. Untuk itu KPU harus bersikap taat asas saja, semua ketentuan yang ada sekarang mengikat sampai ada aturan baru yang mengubahnya; (ii) warisan citra dari KPU periode yang lalu tidak menguntungkan. Karena itu, KPU harus bekerja lebih profesional dan sungguh-sungguh menjaga kepercayaan; dan (iii) sistem pengawasan telah berkembang lebih independen, lebih kuat, dan bisa lebih efektif, bahkan dapat berakhir dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota KPU melalui mekanisme Bawaslu dan Dewan Kehormatan yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia sebelumnya. 

3)
Contoh kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu dan Dewan Kehormatan KPU adalah (i) Sumsel, (ii) Papua, (iii) Sumbar, dan (iv) Sulut. Ada yang dijatuhi sanksi pemberhentian dan pemberhentian sementara, ada pula yang justru direhablitasi dan dibenarkan kebijakannya. KPU Sumsel 4 orang diberhentikan dan 1 orang diberhentikan sementara; KPU Papua 2 orang diberhentkan; KPU Sumbar 1 orang diduga terlibat anggota parpol tetapi tidak terbukti sehingga direhabilitasi; dan KPU Provinsi Sulut yang mengambil alih kewenangan KPU Menado dibenarkan oleh Dewan Kehormatan karena terbukti tidak melanggar undang-undang.
4)
Pada pokoknya penyelenggara pemilihan umum adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Namun, oleh karena penyelesaian kasus-kasus perselisihan hasil pemilu berada dalam tanggungjawab Mahkamah Konstitusi (MK), maka MK juga terlibat dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. MK menyediakan forum bagi pihak-pihak penyelenggara pemilu dan pihak peserta pemilu untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, sedangkan KPU merupakan pihak yang nantinya akan berperkara apabila perkara perselisihan yang dimohonkan oleh peserta pemilu.

5)
Sebagai penyelenggara pemilu, di mata hukum, KPU merupakan satu kesatuan institusi kenegaraan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Bagi MK, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU Nasional. Karena itu, dalam berperkara di MK, yang menjadi pihak yang dipanggil untuk sidang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggungjawab pembuktian dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Pimpinan KPU Nasional atau KPU Pusat.
6)
Demikian pula Bawaslu, bagi MK, merupakan satu kesatuan lembaga negara yang bersama-sama dengan seluruh jajaran Panwaslu di seluruh Indonesia merupaakan satu institusi pengawas pemilihan umum. Dalam penyelesaian perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilu, Bawaslu dan jajarannya merupakan satu kesatuan institusi pengawas, yang dalam persidang dapat bertindak sebagai saksi dalam proses pembuktian. Karena itu, jajaran pejabat Bawaslu dan aparat pengawas pemilu di lapangan di seluruh Indonesia dapat mengambil peran yang penting sebagai orang yang sungguh-sungguh menyaksikan sendiri atau pun mengalami sendiri kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa faktual di lapangan yang menyebabkan timbulnya perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Di samping peran sebagai saksi, Bawaslu dan jajarannya juga dapat berperan sebagai pihak terkait baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan cara memberi keterangan yang memperkuat bukti-bukti yang diajukan pihak peserta pemilu atau pihak penyelenggara pemilu untuk dinilai sebagaimana mestinya oleh majelis hakim MK.
7)
Peserta pemilihan umum, menurut ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:

a)
Partai politik peserta pemilu yang untuk tahun 2009 ini berjumlah 44 partai politik yang terdiri atas: (i) 38 partai politik nasional, dan (ii) 6 partai politik lokal di Aceh.

b)
Perorangan calon anggota DPD;
c)
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat berjumlah lebih dari dua pasangan. Jika persyaratan parpol atau gabungan parpol pengusul sebanyak 20% tetap tidak berubah, maka jumlah pasangan calon bisa 2, 3, atau 4 pasangan; atau jika ketentuan 20% tersebut tidak diberlakukan, maka jumlah pasangan calon bisa lebih banyak dari 4 atau 5 pasangan calon. Hal ini masih menunggu putusan MK mengenai soal ini.

8)
Pihak peserta pemilu, di mata MK, juga dipandang sebagai satu kesatuan badan hukum atau satu kesatuan pihak yang berperkara. Pihak partai politik sebagai peserta pemilu dipandang merupakan satu kesatuan badan hukum, sehingga yang dianggap sah untuk mengajukan permohonan dan yang nantinya akan dipanggil dalam persidangan MK adalah DPP Partai politik yang bersangkutan. Khusus untuk permohonan perselisihan hasil pemilu, permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan parpol, yaitu oleh Ketua Umum atau yang disebut dengan nama lain dan Sekretaris Jenderal atau yang disebut dengan nama lain. Demikian pula alat-alat bukti yang dianggap sah dan dapat dinilai adalah alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berwenang mengajukan permohonan, bukan oleh pengurus daerah atau pengurus wilayah.
9)
Pasangan capres-cawapres dan calon anggota DPD adalah bersifat perseorangan. Karena itu, meskipun yg berhak mengajukan calon presiden/wapres adalah partai politik atau gabungan parpol, tetapi status peserta pemilu melekat pada perorangan pasangan calon, bukan pada institusi parpol. Karena pihak yang berperkara di MK, bukanlah partai politik, melainkan pasangan calon yang mungkin saja hadir memberikan keterangan dalam persidangan dengan didampingi atau pun diwakili oleh kuasa hukum.

10)Dalam pembuktian persidangan di MK, alat bukti yang paling penting adalah (i) bukti surat, dan (ii) bukti kesaksian. Oleh karena itu, baik pihak penyelenggara pemilu maupun pihak peserta pemilu sebaiknya menyiapkan, dan bahkan secara khusus haruslah mengadakan PELATIHAN calon saksi di seluruh daerah pemilihan dan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS). 
� Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008; Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus-kasus KPU Provinsi Sumsel, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Sumbar, dan KPU Provinsi Sulut; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Ketua Pansel Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Kebangsaan (PK); Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Pusat; Dewan Kehormatan Majelis Tionghoa Indonesia (Matakin); Dewan Kehormatan Majelis Buddayana Indonesia (MBI); Majelis Kehormatan Majelis Tao Indonesia; Ketua Majelis Syuro Dewan Masjid Indonesia (DMI).





